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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwasanya atas berkat dan
rahmatNya, saya dapat menyelesaikan naskah orasi ilmiah ini.
Penghargaan dan rasa hormat serta terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada pimpinan dan anggota Forum Guru Besar Institut Teknologi
Bandung, atas perkenannya saya menyampaikan orasi ilmiah ini pada

Sidang Terbuka Forum Guru Besar.

Fenomena perubahan iklim dapat berdampak negatif bagi ekosistem
pesisir dan laut, juga terhadap berbagai kegiatan manusia, seperti
perikanan, pariwisata, transportasi laut, industri lepas pantai, dan
pengembangan perkotaan. Secara konseptual, perencanaan tata ruang
dapat berperan sebagai perangkat yang efektif untuk mengurangi
kerentanan perubahan iklim. Namun, kondisi kontradiktif dapat terjadi,
dimana perencanaan tata ruang justru meningkatkan keterpaparan
terhadap dampak perubahan iklim. Hal ini karena rencana yang
dihasilkan menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada pertumbuhan
ekonomi. Semoga tulisan ini dapat memberikan wawasan, inspirasi dan
pengayaan substantif bagi upaya penguatan adaptasi perubahan iklim di

wilayah pesisir danlaut.

Bandung, 06 Agustus 2022

Prof.Ir. Djoko Santoso Abi Suroso, Ph.D.
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SINOPSIS

Kenaikan suhu permukaan bumi atau pemanasan global (global
warming) telah meningkat semakin drastis sejak tahun 1960-an hingga saat
ini, dapat dilihat dari observasi yang menunjukkan terjadinya kenaikan
suhu lebih dari 1°C pada kurun waktu 2010-2019 relatif terhadap kurun
waktu 1850-1900. Pemanasan global tersebut dipicu oleh meningkatnya
emisi gas rumah kaca di atmosfer yang berkontribusi terhadap perubahan
iklim global. Dilaut, pemanasan global yang terjadi di atmosfer juga dapat
mendorong berubahnya iklim dalam bentuk kenaikan suhu permukaan,
penurunan salinitas, berkurangnya kandungan oksigen di dekat
permukaan laut, serta menipisnya lapisan es di kedua kutub dan
peningkatan ekspansi termal yang menyebabkan kenaikan muka air laut
global (global sea level rise). Seiring dengan pemanasan global, frekuensi
kejadian variabilitas iklim regional seperti fenomena El Nifio dan La Nifia
(ENSO - El Niiio Southern Oscillation) juga diperkirakan terus meningkat
yang akan memperparah bahaya penggenangan pesisir (banjir rob) serta
meningkatnya intensitas abrasi yang dapat meningkatkan kerusakan di
wilayah pesisir di Indonesia. Dampak perubahan iklim global dan
variabilitas iklim dapat memicu bahaya yang secara kumulatif dapat
menimbulkan risiko pada berbagai aktivitas manusia di wilayah pesisir
dan laut termasuk sektor transportasi, pemukiman, industri, perikanan
dan pariwisata. Di sisi lain, faktor antropogenik terutama peningkatan

lahan terbangun di wilayah pesisir dapat menaikkan keterpaparan
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terhadap bahaya perubahan iklim. Seiring dengan meningkatnya
intensitas bahaya perubahan iklim seperti kenaikan muka air laut, banjir
pesisir dan gelombang ekstrem, maka diperlukan strategi adaptasi
perubahan iklim yang mampu meningkatkan kapasitas adaptif wilayah
pesisir dan laut. Dalam konteks ini, perencanaan tata ruang dapat
berperan sebagai perangkat yang sangat efektif untuk mengatur distribusi
spasial dan temporal aktivitas manusia yang adaptif terhadap perubahan
iklim di masa depan. Pada realitanya, melalui kajian mendalam pada
proses perencanaan dan analisis konten dokumen rencana tata ruang
wilayah pesisir dan laut, baik pada level nasional dan provinsi, serta
rencana tata ruang wilayah pesisir kabupaten dan kota menunjukkan
bahwa meskipun aspek adaptasi perubahan iklim mulai dipertimbang-
kan, namun belum cukup mendalam untuk dapat mencapai tujuan
penurunan risiko akibat perubahan iklim. Bahkan masih dijumpai, dalam
konteks wilayah pesisir sepanjang Pantai Utara Jawa, implementasi
rencana tata ruang justru dapat menaikkan keterpaparan terhadap
ancaman bahaya banjir pesisir (coastal inundation). Pengarusutamaan
adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan tata ruang menjadi
penting untuk dilakukan melalui pengintegrasian kajian risiko dan
adaptasi perubahan iklim ke dalam penyusunan tujuan, kebijakan dan
strategi pengembangan wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola
ruang, serta rencana kawasan strategis yang dapat merespon dampak

perubahan iklim.
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PERANAN TATA RUANG DALAM ADAPTASI PERUBAHAN
IKLIM DI WILAYAH PESISIR DAN LAUT

1. PENDAHULUAN

Laporan kajian terbaru (Assessment Report, AR6) dari Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2021 mengenai basis saintifik
(Physical Science Basis) mengungkapkan proses rekonstruksi iklim purba
(paleo-climate) dari deret-waktu perubahan suhu permukaan bumi sejak
tahun 1 Masehi dan dikombinasi dengan hasil observasi sejak tahun 1850
hingga 2020 Masehi semakin mempertegas fakta bahwa suhu rata-rata
permukaan atmosfer secara global telah mengalami kenaikan sejak tahun
1900-an. Gambar 1 menunjukkan bahwa kenaikan suhu permukaan bumi
atau yang dikenal sebagai pemanasan global meningkat lebih dari 1°C
pada kurun waktu 2010 - 2019 relatif terhadap kurun waktu 1850 - 1900.
Hasil simulasi menunjukkan bahwa faktor aktivitas manusia semakin

signifikan terhadap faktor alam dalam peningkatan gas rumah kaca.

Pemanasan global akibat peningkatan gas rumah kaca dalam
beberapa dekade ini mengakibatkan iklim di bumi berubah secara gradual
serta kejadian cuaca dan iklim ekstrem semakin intensif, dimana
pengaruh aktivitas manusia menjadi faktor penentu kelanjutan
perubahannya di masa mendatang (IPCC, 2021). Oleh karena itu
diperlukan strategi adaptasi perubahan iklim sebagai tindakan untuk
menyesuaikan diri dan mengantisipasi dampak negatif perubahan iklim.
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Rencana tata ruang yang berfungsi mengarahkan konfigurasi
infrastruktur serta guna lahan masa mendatang agar menjauh dari zona
yang terpapar bahaya terkait iklim dapat berperan penting sebagai

perangkat adaptasi perubahan iklim (Suroso & Firman, 2018).

Warming is unprecedented
in more than 2000 years

Warmest multi-century i obrerved
period in more than -
100,000 years

™ 1
1 S00 1000 1500 1850 2020 1850 1900 1950 2000 2020

Gambar 1. Perubahan Deret-Waktu Suhu Permukaan Global melalui Rekonstruksi
Iklim Purba (1 - 2000) dan Observasi (1850 - 2020)
Sumber : IPCC, 2021

Pada bagian awal dari orasi ilmiah ini akan diuraikan mengenai basis
ilmiah perubahan iklim di wilayah pesisir dan laut beserta dampaknya
secara global maupun nasional. Kemudian dilengkapi dengan landasan

teori mengenai peranan tata ruang dalam merespon perubahan iklim.
1.1 Perubahan Iklim di Pesisir dan Laut

Pemanasan global di atmosfer dapat memicu atau mendorong
perubahan iklim yang berdampak pada lautan, misalnya dalam bentuk
kenaikan muka laut (sea-level rise, SLR). Secara total perubahan relatif

muka air laut di suatu wilayah merupakan kombinasi antara fenomena
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global tersebut yang dapat dipicu oleh ekspansi termal air laut serta
mencairnya glasier dan es di kutub utara dan kutub selatan, serta
fenomena di tingkat lokal atau regional misalnya penurunan muka tanah

(IPCC, 2019).

Pengaruh perubahan iklim atmosfer pada lautan juga disebutkan
dalam laporan IPCC AR6 (2021), dimana pada iklim atmosfer, curah hujan
rata-rata global pada wilayah daratan dan laut telah meningkat sejak 1950
yang berakibat pada penurunan salinitas (kadar garam) di level
kedalaman dekat permukaan lautan, emisi karbon dioksida di atmosfer
juga berdampak pada proses pengasaman (acidification) di permukaan
laut secara global, di samping itu kandungan oksigen di dekat permukaan
laut juga berkurang sejak pertengahan abad 20. Pada skala global, suhu di
level bawah permukaan laut (kedalaman 0 - 700 m) mengalami
pemanasan sejak 1970-an, dampaknya berkontribusi pada kenaikan
permukaan laut global sekitar 0.20 [0.15 ke 0.25] m antara 1901 dan 2018,
dengan laju rata-rata kenaikannya adalah 1.3 [0.6 tke 2.1] mm per tahun
antara 1901 dan 1971, lalu semakin meningkat menjadi 1.9 [0.8 ke 2.9] mm
per tahun antara 1971 dan 2006, dan peningkatan berlanjut menjadi 3.7 [3.2
ke 4.2] mm per tahun antara 2006 dan 2018 (IPCC, 2021).

Menurut kajian IPCC (2019), pengaruh perubahan iklim terhadap
kenaikan permukaan air laut global adalah melalui proses ekspansi termal
dari massa air laut dan penambahan massa air laut akibat pencairan massa

es di kedua kutub bumi. Laporan IPCC (2019) mengestimasi melalui
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observasi bahwa ekspansi termal global sebesar 0,89 (0,84-0,94) mm per
tahun pada kurun 1993-2015, dan meningkat menjadi 1,40 (1,08-1,72) mm
per tahun pada kurun 2006-2015. Faktor kedua terbesar yang
menyebabkan terjadinya kenaikan permukaan air laut global adalah
pencairan es di kedua kutub yang diestimasi sekitar 0,77 (0.72-0.82) mm

per tahun.

Beberapa penelitian mengenai variabilitas dan kondisi parameter-
parameter fisis laut yang berkaitan dengan perubahan iklim (SLR, SST (sea
surface temperature), dan SSS (sea surface salinity), SSH (sea surface height) dan
tinggi gelombang) telah dilakukan di Indonesia untuk mengetahui
pengaruh perubahan iklim terhadap ekosistem maupun manusia. Pada
Tahun 2009 sampai 2010, ITB bekerjasama dengan Bappenas-GIZ
memproyeksikan bahwa SLR di perairan Indonesia akibat global warming
dapat mencapai 35-40 cm di tahun 2050 relatif terhadap tahun 2000
(Bappenas, 2010). Selanjutnya, ITB-JICA (2015) dengan menggunakan
model IPCC-AR5 mendapatkan bahwa kenaikan muka laut dapat

mencapai 48 cm pada tahun 2050.

Seiring dengan pemanasan global, frekuensi kejadian variabilitas
iklim ENSO (El Nifio dan La Nina) juga diperkirakan akan terus
meningkat (Timmermann et al., 1999). Peningkatan ini akan menguatkan
SLR, meningkatkan intensitas abrasi dengan level kerusakan yang tinggi
di Indonesia (KLHK, 2017). Cai et al. (2014) dengan menggunakan

pemodelan data iklim mengestimasi bahwa frekuensi kejadian El Nifo
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ekstrem akibat pemanasan gas rumah kaca meningkat dua kali lipat. Pada
tahun 2010 Bappenas mengestimasi bahwa frekuensi kejadian ENSO di
Indonesia dari tahun 2000 hingga 2020 akan meningkat setiap 2 tahun
sekali, berdasarkan data kondisi permukaan Laut Jawa dan model iklim
I[PCC. Menurut Aldrian et al. (2012) berdasarkan catatan NOAA dari
tahun 1970 sampai 2009, telah terjadi 4 kali kejadian El Nifio kuat atau
probabilitas 10% (yaitu 1972 - 1973, 1982 - 1983, 1991 - 1992, 1997 - 1998)
serta 3 kali kejadian La Nifia kuat atau probabilitas 8% (yaitu 1973 - 1974,
1975 - 1976, 1988 - 1989). Kejadian kebakaran hutan besar, terutama
kebakaran di Sumatera pada tahun 2015 berkorelasi dengan El Nino
ekstrem. Begitu pula dengan bencana kabut asap tahun 1997-1998, yang
sebagian diperkuat dengan kejadian kemarau panjang berkorelasi kuat
dengan kejadian El Nifo ekstrem (Tangang et al., 2010). Sedangkan pada
saat La Nina, permukaan air laut naik setinggi 20 cm yang telah
mengakibatkan banjir di sepanjang wilayah pesisir (ITB-JICA, 2015).
Berdasarkan studi KLHK (2017) yang merupakan pengembangan dari
studi ITB-JICA (2015), diketahui bahwa frekuensi kejadian La Nina yang
lebih sering dibandingkan El Nino dalam beberapa dekade terakhir
meningkatkan intensitas gelombang badai di Indonesia. Hal tersebut
dapat diartikan bahwa frekuensi gelombang ekstrem yang terjadi di

pesisir Indonesia semakin tinggi.

KLHK (2017) melakukan penelitian mengenai Suhu Permukaan Laut
(SST) dari tahun 1991 hingga 2015 (kondisi baseline) dan menunjukkan
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bahwa SST di dekat pantai relatif lebih tinggi daripada di atas laut terbuka.
Median SST berkisar antara 24°C hingga 30°C, dengan rata-rata regional
28,7°C. Terjadi perubahan SST (>2,0°C) di Teluk Tomini, pantai barat
Kalimantan, pantai timur Sumatera dan pantai utara Pulau Jawa yang
ditunjukkan oleh data pada persentil 75 sampai 99 ketika La Nina kuat.
Persentil 75, 90, 95 dan 99 masing-masing dapat dikaitkan dengan La Nina
lemah, sedang, sedang menuju kuat dan kuat (Gambar 2). Batas atas Data
SST 75 persentil atau 25% batas atas meningkat lebih dari 0,5°C,
sedangkan 10% batas atas (90 persentil) meningkat 1°C (lebih tinggi dari

biasanya).

a. SSL changing rate b. SST changing rate

-
-
l .
B
- - - - - - -
el
Yy R et

¢. SSS chaging rate
-

- - [ L4 - - -

a%s aa a%a o at

Gambar 2. Distribusi Spasial Laju Perubahan SSL (SSH), SST, dan SSS tahun 1991- 2015
Sumber: KLHK, 2017
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Masih penelitian yang dilakukan oleh KLHK (2017), analisis tinggi
gelombang signifikan (SWH) dari tahun 1990 hingga 2015 menunjukkan
bahwa median data long-term dari SWH dengan interval 6 jam berada di
kisaran antara 0,2 m hingga 3,0 m ketika median SWH di Laut Jawa
mencapai kira-kira antara 0,6 m dan 1,0 m. Pada umumnya gelombang
ekstrem disebabkan oleh peningkatan kecepatan angin akibat gelombang
badai atau kondisi cuaca ekstrem lainnya. Analisis persentil dilakukan
untuk mengetahui variasi tinggi gelombang di perairan Indonesia, yaitu
25% data teratas menunjukkan tinggi gelombang sedang hingga tinggi.
Namun, mulai dari persentil 90, tinggi gelombang lebih tinggi dengan
nilai >2m di perairan Indonesia, kecuali di dekat pantai atau selat sempit.
Tinggi gelombang ekstrem di selatan Jawa dan barat Sumatera, utara Selat
Karimata dan Laut Cina Selatan mencapai lebih dari 4m (KLHK, 2017).
Ketinggian gelombang ekstrem tersebut pada akhirnya akan berdampak
pada perikanan, keselamatan transportasi laut, menghambat arus barang
dan komoditas lain yang menggunakan sarana transportasi laut, serta
meningkatkan risiko banjir di wilayah pesisir dengan ketinggian

rendaman hingga 3 m (KLHK, 2017).

Gambar 3 memperlihatkan bahwa terjadi tren kenaikan SSH dan pada
tahun 2040 nilainya akan menjadi 50 cm lebih tinggi dari pada tahun 2000,
untuk SST terjadi kenaikan dan pada tahun 2040 nilainya lebih tinggi 1°C
dari pada tahun 2000 dan 2°C dari pada tahun 1961, sedangkan SSS
mengalami penurunan yaitu dari 33.2 psu di tahun 2000 menjadi 32.1 psu

di tahun 2040 (KLHK, 2017).
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Gambar 3. Time Series data muka laut, SST, SSS, dan SSH bulanan tahun 1961-2040
Sumber: KLHK, 2017

Mengacu pada Wilson dan Piper (2010), dampak dari kenaikan
permukaan air laut global dan dari akibat variabilitas iklim La Nina di
sepanjang pesisir menimbulkan bahaya banjir pesisir kumulatif yang
dapat menimbulkan risiko perubahan iklim pada berbagai aktivitas
manusia di pesisir, misalnya di sektor transportasi, pemukiman, industri,

danbudidaya perikanan.

Untuk selanjutnya, dari parameter SLR dilakukan pemetaan
kerentanan pesisir Indonesia. Penilaian kerentanan pesisir terhadap
perubahan iklim dilakukan dengan metode coastal vulnerability index (CVI)
yang pertama kali dikembangkan oleh Badan Geologi Amerika (USGS).
Kajian mengenai CVI di Indonesia dilakukan pada Tahun 2017 sampai
2018, melalui kerjasama ITB dan Bappenas, dengan melakukan modifikasi
pada metode CVI. CVI hasil kajian ITB-Bappenas tersebut memperlihat-

kan bahwa indeks kerentanan tinggi berada di wilayah antara lain pesisir
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utaraJawa, pesisir timur Sumatera dan banyak bagian dari pulau Sulawesi

(lihat Gambar 4).

SAMUDERA
PASIFIK

SAMUDERA
HINDIA

Gambar 4. Peta CVI Indonesia
Sumber: Bappenas, 2018

Berdasarkan Tabel 1, Pulau Sulawesi memiliki pesisir dengan tingkat
kerentanan sangat tinggi (indeks 5) yang terpanjang, yaitu dengan total
panjang 904.51 km, sedangkan Pulau Sumatera memiliki pesisir yang
terpanjang dengan tingkat kerentanan tinggi dan sangat tinggi (indeks 4
dan 5) yaitu dengan total panjang 6769.58 km + 487.49 km (Bappenas,
2018). Pulau Jawa juga memiliki pesisir dengan tingkat kerentanan yang
tinggi dan sangat tinggi yang cukup signifikan panjangnya yaitu 1106.41
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km + 99.32 km. Wilayah lainnya di Indonesia yang memiliki tingkat
kerentanan tinggi adalah sepanjang pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Selatan (Bappenas, 2018). Faktor yang paling
dominan dalam menentukan indeks kerentanan wilayah pesisir adalah
kemiringan pantai dan erosi, dimana daerah yang memiliki tingkat
kerentanan tinggi merupakan daerah dengan kemiringan pantai
tergolong landai dan memiliki indeks erosi yang besar, sedangkan daerah
yang memiliki tingkat kerentanan rendah merupakan daerah dengan

kemiringan pantai yang curam dan indeks erosi rendah (Bappenas 2018).

Tabel 1. Panjang garis pantai pada tiap nilai Indeks CVI di masing-masing

Provinsi di Indonesia

Indeks CVI
Wilayah Pulau (Panjang Pantai, Km)
1 2 3 4 5
Sumatera 10824.93 1054.45 2989.37 6769.58 487.49
Kalimantan 4379.84 37.77 2008.24 3782.24 0.00
Jawa dan Bali 4368.09 420.13 760.27 1106.41 99.32
Sulawesi 8807.00 1102.99 2608.58 4134.06 904.51
Nusa Tenggara 8334.63 72.17 205.08 40.96 279.04
Maluku 12802.45 288.26 3276.91 472.97 49.15
Papua 16965.49 1211.83 1598.78 354.35 0.00
Total Km 66482.43 4187.59 13447.23 16660.57 1819.51

Sumber: Bappenas, 2018

Selain penjabaran mengenai faktor-faktor fisis perairan secara umum,
kenaikan permukaan air laut juga bergantung pada faktor lokal atau
regional yang umumnya didorong oleh level permukaan air laut relatif
(relative sea level), dimana salah satu faktornya adalah aktivitas manusia di

kawasan tersebut. Aktivitas manusia dapat berpengaruh besar terhadap
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kenaikan permukaan laut relatif, misalnya akibat turunnya permukaan
tanah dari proses pengambilan air tanah secara berlebihan dan/atau
pembebanan oleh bangunan yang melebihi daya dukung geologinya.
Penurunan permukaan tanah dapat menyebabkan tingkat kenaikan
permukaan air laut relatif melebihi tingkat kenaikan permukaan laut
global yang disebabkan oleh perubahan iklim, khususnya di wilayah delta
dan wilayah perkotaan (IPCC, 2019). Oleh karena itu, upaya untuk
mengurangi dampak kenaikan permukaan air laut global akibat iklim di
masa depan adalah dengan mengelola dan mengurangi penurunan tanah

akibat antropogenik (IPCC, 2019).

1.2 Dampak Perubahan Iklim Pada Wilayah Pesisir dan Laut

Fenomena perubahan iklim dapat berdampak buruk bagi ekosistem
pesisir danlaut, tidak hanya berdampak pada biota di dalamnya (Doney et
al., 2012; Rudianto & Seftiariski, 2022), namun juga berdampak terhadap
berbagai kegiatan manusia, seperti pertanian, perikanan budidaya,
perikanan tangkap, pariwisata, transportasi laut, industri lepas pantai,
industri angkatan laut, ekstraksi sumber daya (Diposaptono dkk., 2009;
Griggs & Reguero 2021; Lincoln, 2017). Hubungan antara faktor-faktor
iklim dengan dampak-dampak yang ditimbulkan bagi wilayah pesisir

danlaut disajikan pada Gambar 5.
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Gambar 5. Dampak perubahan iklim terhadap wilayah pesisir, laut dan
pulau-pulau kecil
Sumber: Modifikasi dari IPCC, 2019

Berbagai ancaman dampak perubahan iklim pada wilayah pesisir dan
laut tersebut, kemudian dapat direspon melalui berbagai strategi adaptasi
serta tata kelola yang baik dan sistematis (IPCC, 2019). Terdapat tiga jenis
strategi adaptasi yaitu protect, accommodate dan retreat (IPCC, 1990;
Mallette et al., 2021). Mallette et al. (2021) menjelaskan ketiga opsi tersebut

secara elaboratif, dapat dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2. Klasifikasi Strategi Adaptasi di Wilayah Pesisir dan Laut

Klasifikasi Penjelasan

Protect Upaya mempertahankan lahan serta mengurangi risiko dan
(Perlindungan) | dampak iklim melalui rekayasa lingkungan yang bersifat hard
protection maupun soft protection.

Accommodate Tindakan untuk menghadapi risiko dan dampak iklim melalui
(Akomodasi) tindakan  sosio-ekonomi  dan/atau  sosioteknik  sehingga
memungkinkan penggunaan lahan secara berkelanjutan

Retreat Respon untuk mengurangi paparan dari dampak iklim melalui
(Penghindaran) | penarikan diri dari area Dberisiko, seperti relokasi maupun
infrastruktur, pencegahan pembangunan baru di wilayah rawan
bencana.

Sumber: Mallette et al., 2021

AR 6 IPCC (2022) menekankan bahwa upaya perlindungan,
akomodasi maupun penghindaran akan lebih efektif jika digabungkan,
dilaksanakan secara berurutan, direncanakan jauh sebelumnya,
diselaraskan dengan nilai-nilai sosial budaya dan prioritas pembangunan,
serta didukung oleh proses pelibatan masyarakat yang inklusif. Contoh
bentuk-bentuk strategi adaptasi dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel tersebut
dihasilkan ITB-YKAN (2020) pada kajian ketahanan pesisir Kota
Semarang, yang merupakan sintesis opsi-opsi strategi adaptasi dari
Special Report on Ocean and Cryosphere in Changing Climate/SROCC (2019)
dan Integrated Coastal Zone Management/ICZM (1996), kemudian ditinjau

kesesuaiannya dengan studi kasus di pesisir Kota Semarang.
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Tabel 3. Sintesa Opsi Strategi Adaptasi Perubahan Iklim dalam

Pengelolaan Wilayah Pesisir

e Zonasi Pesisir

sumber daya

Special Report on Integrated

Ocean and Cryosphere Coastal Zone Sintesa Opsi Strategi Adaptasi

in Changing Climate Management dalam Pengelolaan Pesisir
(2019) (1996)

Accommodation Pengelolaan ® Zonasi Pesisir

e Restorasi Lahan sektoral e Sistem Peringatan Dini
Basah Melestarikan | @ Akomodasi melalui “hard

e Sistem Peringatan ekosistem measures” (contoh : peningkatan
Dini pesisir tinggi bangunan)

e Flood Proofing Pemanfaatan | e Restorasi Lahan Basah

o Coastal pesisir Manajemen adaptasi dalam:
Setbacks/Coastal berkelanjutan | ® Manajemen air bersih
Buffer e Pengelolaan sumber daya alam
e Pengelolaan sedimen untuk
stabilitas pantai
Protection Pengelolaan e Perlindungan pesisir dengan opsi
e Opsi Struktur Keras sektoral struktur keras atau gabungan
e Opsi Struktur Pemanfaatan | @ Zona buffer yang efektif untuk

pembangunan
dengan syarat

Lunak sumber daya menampung air dari dataran
pesisir tinggi dan sedimen
berkelanjutan

e Perlindungan pesisir dengan
pendekatan struktur lunak seperti
pemeliharaan pantai, konstruksi
bukit pasir, stabilisasi tebing

e Mengembalikan hutan mangrove
dan pantai

Retreat Pengelolaan e Relokasi permukiman ke daerah
e Mencegah sektoral aman
pembangunan di Melestarikan | ® Pembatasan pengembangan di
dekat pantai ekosistem wilayah pesisir
e Mengizinkan pesisir e Penyediaan informasi mengenai

risiko pengembangan di wilayah
rentan
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Special Report on Integrated

Ocean and Cryosphere Coastal Zone Sintesa Opsi Strategi Adaptasi
in Changing Climate Management dalam Pengelolaan Pesisir
(2019) (1996)

meninggalkan jika
diperlukan

e Pemerintah
berperan dalam
penyediaan
informasi risiko

Sumber: ITB — YKAN, 2020

1.3 Perencanaan Tata Ruang dan Adaptasi Perubahan Iklim

Fenomena perubahan iklim sangat erat kaitanya dengan tata ruang
terutama di wilayah yang memiliki keterpaparan yang tinggi, salah
satunya pada wilayah pesisir. Konfigurasi spasial serta cara
pengembangan maupun penggunaan lahan memiliki dampak signifikan
pada kerentanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim (Davidse et
al., 2015). Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptasi perubahan iklim
yang dapat meningkatkan kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan
diri terhadap perubahan sehingga mampu mengurangi dampak negatif
dan memanfaatkan peluang yang ada (Burton dkk, 2002; IPCC, 2007).
Salah satu strategi adaptasi yang dapat dilakukan yaitu integrasi

perubahan iklim ke dalam perencanaan tata ruang.

Pada dasarnya, inti dari perencanaan adalah pengetahuan tentang
kondisi saat ini dan orientasi untuk perbaikan masa depan sambil
menghindari masalah yang muncul. Perencanaan tata ruang dapat
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berperan sebagai perangkat yang paling efektif dalam memberikan
panduan tentang pola ruang dan struktur ruang yang adaptif terhadap
perubahan di masa depan. Mengintegrasikan isu perubahan iklim ke
dalam rencana tata ruang menjadi langkah tepat untuk mengurangi
kerentanan perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan terutama di

wilayah perkotaan (Kumar & Geneletti, 2015).

Namun, kondisi kontradiktif dimana perencanaan tata ruang justru
meningkatkan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim dapat
terjadi apabila kesadaran perencana terhadap risiko perubahan iklim
masih rendah sehingga perencanaan yang dihasilkan hanya
memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya melemahkan
upaya adaptasi perubahan iklim (Galderisi & Menoni, 2015; McClure &
Baker, 2013). Perencanaan penggunaan lahan yang tidak memadai justru
akan meningkatkan paparan terhadap bencana akibat perubahan iklim
dan menyebabkan kerugian yang lebih besar (Galderisi & Menoni, 2015).
Perencanaan tata ruang sebagai basis pembangunan seharusnya dapat
memfasilitasi adaptasi perubahan iklim dengan mengarahkan
pembangunan tata ruang dan infrastruktur di masa depan jauh dari zona

yang terpapar bahaya perubahan iklim.

Suroso & Firman (2018) mendapatkan temuan menarik bahwa
rencana tata ruang ternyata justru dapat meningkatkan risiko perubahan
iklim di Pesisir Utara Pulau Jawa. Studi tersebut membuat model bahaya

pesisir kumulatif atas beberapa komponen misalnya kenaikan muka air
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laut, pasang tertinggi, gelombang, dan variabilitas ENSO. Berikut model

matematika yang digunakan:

N
H= Z h(i)
i=1

Dimana:
H = ketinggian bahaya genangan pesisir di atas permukaan laut
rata-rata
H(i) = ketinggian setiap elemen bahaya pesisir yang dimasukkan
dalam skenario penggenangan
N = jumlahbahayayang dimasukkan dalam skenario genangan

Hasil dari pemodelan genangan pesisir tersebut kemudian dioverlay
dengan peta guna lahan eksisting tahun 2010 serta RTRWP (Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi) Banten 2010 - 2030, RTRWP Jawa Barat 2009 -
2029, RTRWP Jawa Tengah 2009 - 2029 dan RTRWP Jawa Timur 2011 -

2031, seperti terlihat pada Gambar 6.

Forum Guru Besar Prof. Djoko Santoso Abi Suroso
Institut Teknologi Bandung 17 6 Agustus 2022



i

e
i
i

Gambar 6. Inundasi pada Guna Lahan Eksisting di Pantai Utara Jawa

Sumber: Suroso dan Firman, 2018

Kemudian dilakukan analisis perubahan guna lahan eksisting
menjadi rencana guna lahan tahun 2030 sebagaimana diarahkan oleh

RTRWP, pada area yang rawan terhadap genangan pesisir, seperti terlihat
pada Tabel 4.
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Tabel 4. Perubahan Guna Lahan Eksisting Menjadi Rencana Guna Lahan 2030

di Area Rawan Genangan Pesisir (Ha)

Guna
Lahan T
endatang| P ki-l B am-
Provinsi . AW Pertanian| Industri ermuid ad.an bak
Guna Lindung man Air
Lahan Ikan
Eksisting
Badan Air 56 220 211 90
Kawasan Lindung 139 148 114 21
Banten
Pertanian 112 8290 2556 456
Tambak Ikan 2271 3380 5741 357
Badan Air 511 43 - 960 1934
Kawasan Lindung | 2346 85 - 729 25
Jawa
Barat Pertanian 1087 | 66,784 - 8660 2
Tambak Ikan 17,796 204 - 19,606 17
Badan Air 337 1229 53 325 251 459
Kawasan Lindung 167 238 80 151 36 235
Jawa
Tengah Pertanian 1047 | 21,09 | 1554 5380 671 1197
Tambak Ikan 2319 11,152 1326 1463 1620 16,595
Badan Air 216 1368 133 673 26 494
Kawasan Lindung 58 1085 133 260 - 554
Jawa
Timur Pertanian 529 | 3460 618 1592 - 1147
Tambak Ikan 115 25,478 1277 3146 - 15,912
Sumber: Suroso dan Firman, 2018
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Tabel 4 menunjukkan bahwa rencana tata ruang provinsi saat ini
justru mengarahkan konversi penggunaan lahan di sepanjang pantai
utara Jawa sehingga berpotensi meningkatkan risiko bahaya terkait iklim
dan menyebabkan kerugian ekonomi yang lebih tinggi (Suroso & Firman,
2018). Temuan tersebut diperkuat oleh studi Deltares (2019) yang
menunjukkan bahwa risiko bahaya terkait iklim di Pantura Jawa
didominasi kategori tinggi. Wilayah pesisir utara Jawa yang berisiko
tinggi terhadap bahaya genangan pesisir, sebagian besar merupakan
dataran aluvial di kota-kota besar yang telah berkembang dan masih terus
berkembang, terlihat dari keterpaparan yang tinggi pada wilayah padat
penduduk dan PDB tinggi (Deltares, 2019). Perubahan guna lahan yang
masif disertai ekstraksi sumber daya alam yang tidak terkendali dan
ditambah ancaman perubahan iklim telah memperparah kerusakan
lingkungan yang terjadi di Pesisir Utara Jawa, seperti abrasi, genangan

pesisir dan penurunan muka tanah (Solihuddin et al., 2021).

Ancaman dampak perubahan iklim pada wilayah pesisir dan laut di
Indonesia sangat kompleks untuk dapat dipahami secara sederhana. Oleh
karena itu, Penulis memformulasikan kerangka konseptual adaptasi
perubahan iklim untuk wilayah pesisir dan laut, berdasarkan pengalaman

penelitian selama lebih dari 20 tahun, sebagai berikut:
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Gambar 7. Kerangka Konseptual Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan
Laut
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Gambar 7 menunjukkan bahwa terdapat berbagai ancaman yang
dapat meningkatkan risiko perubahan iklim di wilayah pesisir dan laut.
Ancaman tersebut berupa kombinasi faktor perubahan iklim dan faktor
antropogenik seperti tekanan penurunan muka tanah, khususnya di
perkotaan maupun pembukaan tambak, di kawasan mangrove. Dengan
pemahaman yang lebih komprehensif menggunakan kerangka
konseptual tersebut, maka kita dapat menemukan akar persoalan pada

setiap kasus yang akan dijumpai sehingga dapat merumuskan adaptasi
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secara lebih tepat, yang kemudian dapat diintegrasikan ke dalam
perencanaan tata ruang. Hal ini karena rencana tata ruang seharusnya
dapat membantu pencapaian tujuan adaptasi perubahan iklim dengan
cara menghindari keterpaparan pembangunan terhadap bahaya akibat
perubahan iklim serta perlindungan area seperti koridor ekologi (Carter &

Sherriff, 2011; Schneller et al., 2016; Hurlimann & March, 2012).

2 PENGEMBANGAN INTEGRASI ADAPTASI PERUBAHAN
IKLIM KE DALAM TATA RUANG DI WILAYAH PESISIR DAN
LAUT

Perencanaan tata ruang diharapkan dapat mengendalikan konversi
penggunaan lahan di masa depan, dimana ancaman bahaya terkait iklim
diproyeksikan akan terus meningkat. Pada bagian ini akan ditinjau sejauh
mana integrasi adaptasi perubahan iklim dalam rencana tata ruang pada

beberapa studi kasus di wilayah pesisir dan laut di Indonesia.

2.1 Integrasi Adaptasi Perubahan Iklim ke dalam Rencana Tata

Ruang Wilayah Pesisir

Indonesia dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia (Susmoro
dkk., 2019) memiliki kerentanan tinggi terhadap bahaya rendaman pesisir
akibat kenaikan muka laut global sebagaimana terlihat pada Gambar 4,
hal ini mengakibatkan terjadinya genangan permanen dan juga

memperparah abrasi yang dapat mengancam masyarakat, infrastruktur
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dan aset ekonomi penting serta ekosistem (Suroso dkk., 2016). Salah satu
wilayah di Indonesia yang mengalami dampak perubahan iklim dan
sekaligus mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi yaitu Kota
Semarang. Ancaman peningkatan bahaya genangan pesisir di Kota
Semarang diproyeksikan oleh studi ITB-YKAN (2020), sebagaimana
terlihat pada Gambar 8.

Penggenangan Pesisir Kola Semarang dengan Skenario 7 pada Bulan November Periode 2040

VULNERABILITY A SSESSMENT ¥
IN INDONESIA'S COASTAL AREAS A
SIS SR Gy o Som arenn Tinggi Rendaman (m) — —
N 0.00 - 0.50 [ 1.01 - 2.00 I > 3.00 —_—
Yayasan Konservasi = 51 o1, 01 -3, e O
i NE At _-“_l'_[m N 0.5 00 [0 2.01 - 3.00 -5 Tonn

Gambar 8. Proyeksi Area Genangan Pesisir di Kota Semarang Pada Tahun 2040
Sumber: ITB — YKAN, 2020

Berdasarkan studi tersebut diketahui bahwa selama 30 tahun (2010-
2040), tinggi genangan akan meningkat sebesar 30 cm yaitu dari 60,83 cm
menjadi 90,83 c¢cm. Ancaman genangan pesisir tersebut, kemudian
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direspon pemerintah dengan pembangunan tol tanggul laut yang
sekaligus juga untuk menghubungkan koridor ekonomi Kendal-
Semarang-Demak. Rencana pembangunan tol tanggul laut tersebut telah
dimasukkan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Tengah, dan telah dimasukkan dalam
revisi RTRW Kota Semarang. Akan tetapi keberadaan jalan tol tanggul laut
tersebut dapat mengancam keberlanjutan ekosistem mangrove (ITB-

YKAN, 2020).

Merespon permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota
Semarang tersebut, studi ITB dengan YKAN pada Tahun 2019 sampai 2020
telah merekomendasikan strategi sebagai berikut:

1. Desain Rekayasa Rinci (DED) untuk pembangunan tol tanggul
laut menggunakan pendekatan hybrid yaitu menambah pintu-
pintu untuk inlet air laut agar mangrove tetap dapat tumbuh
secara berkelanjutan.

2. Pembatasan eksploitasi air tanah dalam pada kawasan
permukiman dan industri di pesisir untuk mengurangi laju
penurunan muka tanah.

3. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait dampak
pembangunan tol tanggul laut terhadap sosio-ekonomi

masyarakat setempat.

Persoalan yang mirip dengan Kota Semarang juga terjadi di

Kabupaten Subang yaitu adanya ancaman akibat tekanan dari
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pembangunan Pelabuhan Patimban yang ditetapkan sebagai Proyek
Strategis Nasional (PSN), yang kemudian oleh Pemerintah Provinsi Jawa
Barat dikembangkan sebagai Kawasan Peruntukan Industri/Kota Baru

dan merupakan Kawasan Strategis Provinsi (KSP).

Merespon hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Subang sedang
merevisi rencana tata ruang yang salah satu poin utamanya adalah
rencana pemantapan dan pengembangan PKW Patimban serta
pengembangan Kawasan Pelabuhan Patimban beserta infrastruktur
pendukungnya. Sehingga akan ada perluasan kawasan peruntukan
industri dan kawasan permukiman di sekitar kawasan Pelabuhan
Patimban yang dikhawatirkan akan memberikan dampak signifikan
terhadap pengurangan luasan hutan mangrove. Hal ini sekaligus akan
menaikkan keterpaparan pesisir Patimban dan sekitarnya terhadap
bahaya banjir pesisir, yang pada gilirannya secara jangka panjang akan
mengakibatkan kerugian ekonomi.

Contoh selanjutnya ditunjukkan melalui penelitian yang dilakukan
oleh ITB dan KLH-GIZ Tahun 2010-2012 di Provinsi Sumatera Selatan,

sebagaimana terlihat pada Gambar 9.
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Gambar 9. Peta Risiko Banjir dan Coastal Inundation Sumatera Selatan Tahun 2030
Sumber: ITB - GIZ, 2012

Risiko proyeksi coastal inundation pada wilayah Sumatera Selatan
pada tahun 2030 akan berdampak besar pada kawasan pesisirnya. Peta
proyeksi tersebut telah dipertimbangkan dalam penyusunan RZWP3K
Sumatera Selatan, dan juga dijadikan dasar dalam perencanaan

Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat.

Rencana tata ruang berikutnya yang dianalisis adalah revisi terhadap
Perpres No. 3 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Kalimantan. Dalam revisi
tersebut, Kementerian ATR telah berusaha mengintegrasikan adaptasi
perubahan iklim. Namun demikian, analisis yang dilakukan masih
kurang mendalam dikarenakan beberapa peta yang telah dihasilkan oleh
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kajian-kajian sebelumnya, misalnya Peta CVI dan Peta Bahaya Banjir
Pesisir belum diintegrasikan, sehingga strategi adaptasi yang
direkomendasikan pada revisi R-TR Kalimantan ini masih bersifat generik.
Peta CVI Indonesia (Gambar 4) menunjukkan bahwa sekitar 3.782 km
pesisir Pulau Kalimantan termasuk dalam kategori kerentanan tinggi
terhadap SLR. Selain itu, terkait dengan dampak Pembangunan Ibu Kota
Negara baru terhadap wilayah pesisir dan laut di sekitar Teluk Balikpapan
juga belum dipertimbangkan. Hal ini akan berpengaruh pada rendahnya
ketahanan ekosistem di sekitar perairan Teluk Balikpapan dalam

menghadapi ancaman perubahan iklim laut di masa mendatang.

Integrasi adaptasi perubahan iklim ke dalam tata ruang juga pernah
dilakukan di Kota Tarakan (Suroso et al.,, 2013). Gambar 10
menyandingkan peta risiko genangan pesisir yang dihasilkan dengan peta

RTRW 2021-2041.
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Gambar 10. Perbandingan Peta Risiko Coastal Inundation Kota Tarakan Tahun 2030
dengan Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kota Tarakan 2021-2041
Sumber: Suroso et.al, 2013 (gambar kiri); Perda 3/2021 Tarakan (gambar kanan)

Meskipun telah terdapat Peta Risiko Rendaman Pesisir yang
dihasilkan Suroso et.al (2013), Pemerintah Kota Tarakan belum
sepenuhnya mempertimbangkan peta risiko tersebut dalam RTRW Kota
Tarakan terbaru (2021-2041). Dapat dilihat berdasarkan Gambar 10,
beberapa wilayah berisiko tinggi masih ditetapkan sebagai kawasan

terbangun seperti kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan industri.
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Namun demikian, kajian Suroso et.al (2013) tersebut telah dijadikan
pertimbangan dalam penanggulangan abrasi di pantai timur Tarakan,
yaitu penggunaan pendekatan hybrid antara tanggul laut dan vegetasi.
Sebelum ada kajian tersebut, Pemerintah Kota Tarakan merencanakan

sepenuhnya menggunakan konstruksi tanggul laut.

Kajian Risiko dan Adaptasi Perubahan Iklim selanjutnya yang pernah
dilakukan adalah pada KSN Metropolitan Mamminasata (Makassar,
Maros, Sungguminasa, dan Takalar) bagian barat dan Pulau Selayar. Pada
kajian ini, ITB-JICA (2015) membuat prakiraan bulanan kejadian banjir
pesisir sampai periode 2040. Prakiraan kejadian banjir pesisir tersebut
terbukti terjadi yaitu pada Bulan Januari 2019 dengan tinggi genangan dan
luas wilayah terdampak banjir juga tepat sesuai dengan peta bahaya yang

dibuat pada tahun 2015 (Suroso, 2019).

2.2 Integrasi Adaptasi Perubahan Iklim ke dalam Rencana Tata

Ruang Wilayah Laut

2.2.1 Sektor Perikanan Tangkap (Fishing Ground)

Suroso dkk (2019) mengidentifikasi perlunya sistem informasi
keruangan pada sektor perikanan tangkap di Pantai Selatan Jawa
dikarenakan perubahan dan variabilitas iklim di pesisir dan laut dapat
berdampak pada ketidakpastian waktu dan lokasi terjadinya potensi
perikanan tangkap (Gambar 11). Hal ini untuk membantu nelayan

tangkap yang terbiasa mengandalkan intuisi dalam memperkirakan cuaca
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agar dapat merencanakan waktu melaut danlokasi yang dituju. Maka dari
itu, informasi keruangan perlu disampaikan secara tepat dan sesuai

dengan karakteristik nelayan lokal.

Gambar 11. Peta Bahaya Potensi Pergeseran Fishing Ground Perairan Sukabumi Pada
Kondisi La Nina dan IOD (-)
Sumber: Suroso dkk., 2019

Studi Suroso dkk (2019) menghasilkan rekomendasi adaptasi
perikanan tangkap terhadap perubahan iklim. Beberapa rekomendasi
yang terkait dengan tata ruang, diantaranya adalah penggunaan peta
fishing ground atau peta prakiraan potensi perikanan yang dipengaruhi
oleh perubahan dan variabilitas iklim untuk diintegrasikan ke rencana

zonasi laut, serta pengembangan sistem informasi nelayan kecil.
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2.2.2 Keselamatan Pelayaran

Keselamatan pelayaran berkaitan dengan sektor yang membutuhkan
transportasi laut, seperti sektor perdagangan dan perikanan. Pelayaran
laut merupakan bagian dari Kebijakan Kelautan Nasional (Perpres No.16
Tahun 2017) yang menjadi tujuan pemerintah Indonesia agar dapat
menjadi poros maritim dunia yang dituangkan dalam program Tol Laut
antara lain meliputi optimalisasi pelayaran PELNI, optimalisasi pelayaran

ASDP, dan pelayaran kargo.

Penelitian yang dilakukan oleh PPI ITB dengan Bappenas-USAID
pada Tahun 2017 sampai 2018 menemukan fakta bahwa perubahan iklim
mengakibatkan peningkatan tinggi gelombang sebesar 0,5 meter di
perairan Indonesia bagian timur dan gelombang tinggi lebih mendekat ke
arah pantai. Dengan kondisi gelombang saat ini setinggi 0-3 meter, kondisi
baseline dan proyeksi perairan Indonesia bagian timur merupakan daerah

rawan untuk pelayaran terutama kapal dibawah 30 GT (Gambar 12).

Forum Guru Besar Prof. Djoko Santoso Abi Suroso
Institut Teknologi Bandung 31 6 Agustus 2022



Gambar 12. Peta Bahaya Iklim Gelombang (99 persentil) dengan Jalur Kapal PELNI
dan Jalur Tol Laut pada Kondisi Baseline dan Proyeksi (2045) di Indonesia
Sumber: Hadi, 2018

Data historis BAKAMLA (2015) dan KNKT (2016), menunjukkan pada
tahun 2015 dan 2016 cuaca buruk telah menyebabkan 165 kejadian
kecelakaan di perairan Indonesia, dengan 101 diantaranya kecelakan pada
kapal nelayan. Tingginya aktivitas pelayaran maupun perikanan,
menyebabkan jumlah kecelakaan kapal terbanyak terjadi di daerah Jawa
Timur pada tahun 2015 dan di daerah Aceh pada tahun 2016. Untuk itu
perlu koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, BMKG dan
Kementerian Perhubungan dalam memproduksi peta bahaya keamanan
pelayaran untuk mencegah atau memperkecil terjadinya kecelakaan kapal

dilaut akibat perubahan dan variabilitas iklim.
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2.2.3 Konservasi Ekosistem Mangrove dan Terumbu Karang

StudiITB-YKAN (2020) di wilayah pesisir Kabupaten Berau dan Pulau
Derawan menemukan fenomena ketidaksinkronan antara peta pola ruang
dengan rencana pengembangan sektoral yang berpotensi meningkatkan
gangguan di wilayah pesisir. Misalnya, wilayah muara sungai di
Kecamatan Sambaliung ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi tetap
dalam RTRW, namun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan direncanakan
untuk pengembangan kawasan tambak dengan skala cukup besar.
Pengembangan kawasan tambak di dekat garis pantai disertai dengan
pembangunan tanggul menyebabkan abrasi yang kemudian mengurangi
kawasan ekosistem mangrove. Selain pada kawasan pesisir dan ekosistem
mangrove, terlihat juga adanya gangguan terhadap ekosistem padang
lamun dan terumbu karang akibat aktivitas antropogenik, yang mana
dengan adanya perubahan iklim maka diperkirakan akan memperparah

kerusakan tersebut.

Studi kasus selanjutnya adalah di Kepulauan Raja Ampat, dimana
terdapat Keputusan Gubernur Papua Barat No. 523/124/7/2019 yang
menetapkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi
Perairan (KKP) Kepulauan Raja Ampat. Rencana tersebut merupakan
pedoman untuk pelaksanaan pengelolaan KKP Raja Ampat dan jejaring
KKP Raja Ampat yang terpadu. Namun demikian, kerusakan terumbu

karang di Raja Ampat masih meningkat signifikan (YKAN, 2021).

Dalam studi terbaru yang saat ini sedang berlangsung, kerjasama ITB
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dan YKAN, potensi coral bleaching pada terumbu karang dimungkinkan
terjadi akibat fenomena variabilitas iklim berupa gelombang air hangat di
laut (marine heatwaves; MHW) yaitu kenaikan suhu permukaan laut
terhadap nilai rata-rata klimatologinya di atas 90 persentil dengan durasi
lebih dari 7 hari. Maka dari itu, kajian perubahan iklim harus
dipertimbangkan dalam regulasi tersebut, terutama potensi dampaknya
yang menyebabkan terumbu karang mengalami coral bleaching akibat

perubahan arus serta temperatur laut.

3 UPAYA NORMATIF INTEGRASI ADAPTASI PERUBAHAN
IKLIM KE DALAM TATA RUANG

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, integrasi adaptasi
perubahan iklim ke dalam proses perencanaan menjadi penting agar
RTRW yang dihasilkan dapat mengurangi risiko terhadap perubahan
iklim. Terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) serta
PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang telah
menciptakan perubahan strategis sehubungan dengan adanya integrasi
tata ruang darat dan laut serta integrasi RZWP3K ke dalam RTRWP.
Secara umum kedudukan perubahan regulasi rencana tata ruang laut

ditunjukkan pada Gambar 13.
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Gambar 13. Skema Perubahan Peraturan Strategis Penataan Ruang Wilayah

Gambar 13 menunjukkan bahwa terkait dengan rencana tata ruang
laut telah disahkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen
KP) No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
Dalam Permen KP No. 28/2021 tersebut, aspek perubahan iklim telah
menjadi salah satu prinsip dalam penataan ruang laut, tetapi bagaimana
mengintegrasikan perubahan iklim ke dalam rencana ruangnya masih

memerlukan pedoman lain untuk mengaturnya.

3.1 Upaya Integrasi Adaptasi Perubahan Iklim ke dalam Penyusunan

Rencana Tata Ruang Wilayah

Berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan
perencanaan tata ruang dan perubahan iklim secara skematik
ditunjukkan pada Gambar 14. Undang-undang yang pertama kali
mengatur tentang adaptasi perubahan iklim adalah UU No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Integrasinya dengan RTRW dilakukan melalui Kajian Lingkungan Hidup
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Strategis (KLHS) dimana salah satu kajian dalam KLHS adalah Kajian

Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim.

TATA RUANG 3 PERUBAHAN IKLIM

UU 26,2007 UU 11/2020 CIPTA

et 4 UU 32/2009 PPLH PENANGGULANGAN
PENATAAN RUANG KERJA S

) PP 21/2021 PP AG/000 TATA CARA
PP 13/2017 RTRWN PENYELENGGARAAN PENYLLE NGOARAAN KIS
TATA RUANG

-

PEDOMAN-PEDOMAN ¢
PEDOMAN TEKNE. ANALISES PERUBAHAN IKLIM
RENCANA TATA PENTUSUNAN IR RAN GRX
? PR P KRAPI / RAN API
TR/BPN -
11/2021 H PERMEN PU
= 21/2007
PERMEN PU
16/2018 el
PERMEN PU | | . e
15/2012 & Molenghapi

Gambar 14. Integrasi Perubahan Iklim ke dalam Perencanaan Tata Ruang
Sumber: Modifikasi dari ITB-JICA, 2015

Dalam hal Kajian Kerentanan Perubahan Iklim, menurut Suroso
(2016), ITB sejak 2008 telah mengembangkan Kajian Risiko dan Adaptasi
Perubahan Iklim (KRAPI). KRAPI sebagai pendekatan yang digunakan
untuk merumuskan rekomendasi adaptasi, kemudian dikembangkan
menjadi Draft Pedoman Integrasi Adaptasi Perubahan Iklim ke Tata
Ruang melalui kerjasama JICA dan Kementerian ATR. Selain itu KRAPI
juga menjadi input untuk menyusun Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/
2016 serta Permen LHK No. P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018. Dimana
secara garis besar, kajian perubahan iklim yang dilakukan dapat dilihat
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pada Gambar 15 di bawah ini. Namun demikian, pendekatan ini oleh

praktisi tata ruang dianggap terlalu saintifik dan rumit sehingga sulit

diimplementasikan.
(3
SPATIAL PLANNING
e =3
CLIMATE CHANGE RISK & ADAPTATION ASSESSMENT
T
__Climate & Climate Change
DATA AND
COLLECTION PHASE AND & Proj of
DATA PROCESS AND Climate Change Hazard
ANALYSIS PHASE
Physical & Envirenmental,
Social, & Economic Data
Baseline & Projected of
Climate Change
Vulnerability
3
FORMULATION OF |
SPATIAL PLAN CONCEPT
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Baseline & Projected of
Climate Change Risk - ccee-- bt
(4)
OF SPATIAL
LAW PRODUCT PHASE

Gambar 15. Konsep Integrasi Adaptasi Perubahan Iklim ke dalam
Proses Penataan Ruang
Sumber: ITB-JICA, 2015

Upaya integrasi adaptasi perubahan iklim ini kemudian mendapat
penguatan melalui Permen ATR/BPN No.1 Tahun 2018 yang menyatakan
bahwa pada tahap pengolahan dan analisis penyusunan rencana tata
ruang, terdapat beberapa analisis yang berkaitan langsung dengan kajian
risiko dan adaptasi perubahan iklim seperti analisis fisik wilayah, analisis
lingkungan hidup, dan analisis pengurangan risiko bencana. Terlebih lagi
pada saat ini Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 juga telah
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mengamanatkan masuknya analisis adaptasi dan mitigasi perubahan

iklim ke dalam tahapan analisis.

Untuk lebih memperkuat integrasi, pada tahun 2022 ini sedang
dilakukan kerjasama ITB dengan JICA-Kementerian ATR untuk
penyusunan draft pedoman, yang diharapkan akan lebih mudah
dipahami sehingga dapat diimplementasikan oleh perencana tata ruang.
Pada sub bab 3.2 disajikan gap analysis antara dokumen RTRW Provinsi

Jawa Barat dan RTRW Kota Semarang terhadap draft pedoman.

3.2 Gap Analysis Antara Dokumen RTRW Terhadap Pedoman

Integrasi

Penelaahan konten adaptasi perubahan iklim dalam dokumen

rencana tata ruang di kedua wilayah tersebut ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Tinjauan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Dokumen Perencanaan Tata Ruang

Wilayah Provinsi Jawa Barat

Dokumen Fakta dan Analisis

Dokumen Rencana Tata Ruang
Wilayah

Tujuan Kebijakan: Pertimbangan regulasi
dan kebijakan terkait iklim dan perubahan
iklim: UUCK (Pasal 17 ayat 5), PP No. 13
Tahun 2017 tentang RTRW Nasional
(kebijakan dan strategi dalam pengembangan
pola ruang nasional), RPJMD Provinsi Jawa
Barat (sasaran pembangunan Provinsi Jawa
Barat)

Pendahuluan: Informasi klimatologi
dan curah hujan

Isu pengembangan Wilayah:
Perubahan iklim menjadi isu strategis
eksternal

Tinjauan, Kebijakan, dan Strategi:
Aspek perubahan iklim dalam
strategi pengamanan KP2B dan
peningkatan produktivitas tanaman
pangan
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Dokumen Fakta dan Analisis

Dokumen Rencana Tata Ruang
Wilayah

Gambaran Umum Wilayah: Informasi
klimatologi dan curah hujan (informasi curah
hujan dan hari hujan menurut bulan, luasan
curah hujan tahunan, dan peta intensitas
curah hujan).

Rencana Struktur Ruang: Aspek
perubahan iklim tidak disebutkan

Rencana Pola Ruang: Pertimbangan
perubahan iklim hanya disebutkan

kawasan pesisir

- Analisis klimatologi mengenai jenis iklim,
suhu rata-rata, curah hujan rata-rata per
tahun, bulan kering dan basah, serta
sebaran wilayah yang sensitif terhadap
gerakan angin monsun

- Analisis  potensi rawan  bencana
berdasarkan kategori zona rawan, luasan
kawasan rawan, serta peta gerakan

tanah/longsor dan banjir

- Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim berdasarkan dokumen RAD-GRK
dan RAD-API Provinsi Jawa Barat

dalam arahan  pengembangan

kawasan pertanian
Analisis: Rencana Kawasan Strategis:
- Deskripsi potensi sumber daya pesisir, jasa | Kawasan  strategis dari sudut
lingkungan, dan pemanfaatan ruang | kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup yang
mempertimbangkan iklim makro:

Kawasan Bandung Utara (KSP KBU)

Arahan Pemanfaatan Ruang;:
Indikasi ~ program  peningkatan
produktivitas  pertanian  dengan

memperhatikan perubahan iklim,
serta program adaptasi perubahan
iklim yang menjadi bagian dari
program perwujudan aksi
penanggulangan bencana.

Isu Pengembangan Wilayah: Isu daya
dukung lingkungan: adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim

Arahan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang: ketentuan khusus untuk
kawasan rawan bencana longsor dan
banjir

Sumber: Analisis dari Materi Teknis RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2041, 2022

Berdasarkan Tabel 5, aspek perubahan iklim secara umum sudah

diupayakan untuk diperhatikan dalam proses analisis pada penyusunan

RTRW Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi, isu perubahan iklim belum

dianggap strategis dan belum secara teknis terintegrasi dengan muatan
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rencana. Untuk itu upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat
masih dalam tahap climate awareness, atau adanya kesadaran akan
pentingnya informasi iklim dan adaptasi perubahan iklim dalam proses
penyusunan rencana tata ruang. Namun, pemerintah daerah masih belum
memahami konsep dasar mengenai adaptasi perubahan iklim. Sehingga
dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang belum bersifat climate
informed, atau menunjukkan bagaimana adaptasi perubahan iklim secara
teknis diimplementasikan dalam masing-masing tahapan penyusunan

rencana tataruang.

Sementara itu, hasil tinjauan untuk dokumen RTRW Kota Semarang

ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Tinjauan Adaptasi Perubahan Iklim Dalam Dokumen Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Semarang
Jenis Muatan Substansi terkait Perubahan Iklim
Pendahuluan Tidak terdapat pendahuluan yang mencantumkan informasi

iklim/ perubahan iklim.

Isu Tidak terdapat isu spesifik terkait perubahan iklim. Namun,
Pengembangan terdapat isu fisik wilayah yang terkait dengan bencana akibat
Wilayah perubahan iklim.

Tujuan, Tidak ada kebijakan /strategi yang khusus menyebutkan
Kebijakan, dan mengenai kondisi iklim / perubahan iklim. Tetapi, terdapat
Strategi strategi terkait penanganan bencana yang berhubungan

dengan perubahan iklim.

Rencana Terdapat infrastruktur penanganan bencana akibat
Struktur Ruang perubahan iklim (sistem drainase perkotaan dan bandara,
jalur evakuasi bencana).
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Jenis Muatan

Substansi terkait Perubahan Iklim

Rencana Pola
Ruang

Terdapat rencana kawasan lindung dan budi daya yang
mempertimbangkan dampak bencana akibat perubahan

iklim.
Rencana Kawasan strategis ekonomi mempertimbangkan adanya
Kawasan bahaya banjir rob.
Strategis
Arahan Terdapat program-program penanganan bencana akibat
Pemanfaatan perubahan iklim (pembangunan sistem pengendalian banjir
Ruang dan rob).
Arahan Terdapat ketentuan peraturan zonasi yang
Pengendalian mempertimbangkan bencana akibat perubahan iklim (untuk
Pemanfaatan sistem drainase, kawasan resapan air, dsb)
Ruang

Sumber: Analisis dari Materi Teknis RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031, 2022

Berdasarkan rangkuman dari Tabel 6, aspek perubahan iklim belum

secara khusus menjadi perhatian dalam penyusunan muatan rencana

RTRW Kota Semarang dan tidak disebutkan sebagai isu strategis.

Meskipun demikian, ancaman bahaya banjir dan banjir rob telah menjadi

pertimbangan penting dalam penyusunan rencana. Sama seperti di

Provinsi Jawa Barat, upaya yang dilakukan pemerintah Kota Semarang

masih dalam tahap climate awareness.
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4 MENUJU TATA RUANG ADAPTIF TERHADAP PERUBAHAN
IKLIM

Hasil temuan berdasarkan beberapa studi kasus di atas menunjukkan
bahwa rencana tata ruang wilayah justru berpotensi meningkatkan risiko
bahaya terkait iklim dan menyebabkan kerugian ekonomi yang lebih
tinggi. Padahal McClure dan Baker (2013) serta Roggema (2009) telah
memperingatkan bahwa menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada
pertumbuhan ekonomi dalam praktik perencanaan tata ruang dapat
melemahkan upaya adaptasi perubahan iklim. Misalnya pada awal 1990-
an, revisi rencana tata ruang telah memungkinkan konversi kawasan
konservasi hutan mangrove menjadi kompleks perumahan mewah di
pesisir utara Jakarta. Demikian pula Suroso (2001) menemukan bahwa
konsorsium pengembang properti mampu mempengaruhi terjadinya
revisi rencana tata ruang di pantai timur Surabaya yang juga mengubah
kawasan konservasi hutan mangrove menjadi kawasan pemukiman

perkotaan dan kawasan bisnis.

Salah satu pendekatan dalam perencanaan tata ruang yang fleksibel
dalam mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan perubahan
lingkungan, termasuk perubahan iklim adalah Adaptive spatial planning,
yang merupakan pendekatan inovatif dengan maksud untuk memenuhi
atau mengakomodir tujuan sosial-ekonomi masyarakat serta untuk
menghadapi ketidakpastian akibat perubahan iklim (van Buuren et al.,

2013). Pendekatan tersebut merupakan bentuk reformasi dalam sistem
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perencanaan tata ruang untuk merespon tantangan ekonomi, sosial dan

lingkungan di tingkat nasional maupunlokal (Nadinetal., 2021)

Adaptive spatial planning dapat digunakan untuk melindungi
ekosistem yang rentan terhadap dampak perubahan iklim (Mukherjee et
al., 2021) melalui beberapa elemen kunci (van Buuren et al., 2013), antara
lain:

e Kerangka hukum dengan prinsip kompensasi dan kehati-hatian

dalam memastikan proses perencanaan yang tangguh iklim.

e Strategi tata kelola interaktif yang menggabungkan ketegasan
dan fleksibilitas (ada norma baku tapi juga ada ruang intervensi
pada kondisi tertentu) dalam proses perencanaan.

e Tanggung jawab dan instrumen keuangan dari publik maupun

swasta dalam penataan ruang.

Apabila pendekatan penataan ruang yang adaptif tersebut diterapkan
di wilayah pesisir dan laut, maka berbagai keanekaragaman hayati dan
ekosistem seperti mangrove dapat tetap terjaga kelestariannya. Dalam
penerapannya, terdapat pertimbangan terhadap perlindungan ekosistem
di pesisir dan laut yang tidak memadai jika hanya dengan penerapan
pendekatan adaptive spatial planning. Sehingga perlu dipadukan dengan
pendekatan lain yang fokus pada perlindungan ekosistem. Mengingat
ekosistem yang sehat dapat menyediakan berbagai layanan jasa
ekosistem, termasuk sebagai penyangga terhadap dampak iklim dan juga

untuk mendukung mata pencaharian penduduk (UNEP, 2019).
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Salah satu pendekatan lain yang potensial adalah Ecosystem-based
Approach-EbA (Pendekatan Berbasis Ekosistem) yang ditetapkan pada
tahun 2008 oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN). Lalu
Konvensi PBB tentang Konferensi Keanekaragaman Hayati pada 2009
secara resmi mendefinisikan EbA sebagai penggunaan keanekaragaman
hayati dan jasa ekosistem sebagai bagian dari strategi adaptasi secara
holistik, termasuk pengelolaan berkelanjutan, konservasi, dan pemulihan
ekosistem dalam menyediakan layanan yang membantu adaptasi
perubahan iklim. EbA tidak hanya dapat mengurangi kerentanan namun

dapat memberikan manfaat ekologis bagi kesejahteraan masyarakat.

EbA berusaha menggabungkan pendekatan keanekaragaman hayati
dan konservasi ekosistem konvensional dengan pembangunan sosial-
ekonomi yang berkelanjutan sebagai bagian dari strategi adaptasi
perubahan iklim (FEBA, 2017). Menurut DEA & SANBI (2016), EbA di
wilayah pesisir dapat difokuskan pada penanganan dampak banjir dan
erosi pantai akibat perubahan iklim melalui pemulihan dan peningkatan
jasa ekosistem serta dukungan terhadap mata pencaharian masyarakat
pesisir.

Adaptasi perubahan iklim melalui pendekatan terpadu EbA memiliki
tujuan akhir membangun ketahanan sistem sosio ekologis (SSE).
Perencanaan tata ruang pada dasarnya telah didasarkan pada konsep
pembangunan berkelanjutan, namun untuk menghadapi perubahan

dinamis saat ini dan ketidakpastian di masa depan akibat tekanan
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ekonomi global, diperlukan rencana tata ruang yang tangguh dalam
menghadapi tantangan tersebut. Melalui kerangka SSE, interaksi dinamis
antara komponen ekologi dan sosial dalam dinamika tata ruang suatu
wilayah dapat diidentifikasi untuk mengetahui akar permasalahan yang
terjadi sekaligus untuk merumuskan strategi yang tepat berdasarkan

persoalan tersebut (Suroso dan Kombaitan, 2018).

SSE memberikan panduan mengenai cara menilai dimensi sosial dan
ekologi yang berkontribusi pada penggunaan dan pengelolaan sumber
daya yang berkelanjutan. Leslie et al. (2015) menyoroti pentingnya analisis
sistem yang terintegrasi melalui SSE dalam perencanaan tata ruang dan
strategi berbasis ekosistem lainnya. Strategi adaptasi konvensional seperti
membangun tanggul laut atau bendungan di wilayah pesisir pada
kenyataannya tidak selalu efektif dalam mengurangi kerentanan terhadap
dampak perubahan iklim. Hal ini dikarenakan adaptasi tersebut hanya
memodifikasi tatanan sosial atau sistem ekologi untuk mengakomodasi
perubahan namun tidak mengubah karakteristik fundamental sistem
sosial ekologi sehingga kerentanan semakin meningkat di masa depan

(Fedeleetal., 2019).

Oleh karena itu diperlukan adaptasi transformatif yang mengacu
pada perubahan-perubahan fundamental terhadap seluruh sistem sosial-
ekologi yang bertujuan untuk mengatasi akar penyebab kerentanan
terhadap perubahan iklim (O'Brien, 2012; Olsson et al., 2014). Melalui SSE,

integrasi strategi adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan tata ruang
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di wilayah pesisir dan laut dapat dirumuskan secara komprehensif
berdasar akar masalah dan kolaborasi lintas skala dalam sistem sosial

ekologi (Future Earth, 2015; Kates etal., 2012).

5 PENUTUP

Perencanaan tata ruang dapat memfasilitasi adaptasi dengan
mengarahkan pola pemanfaatan ruang dan infrastruktur di masa
mendatang menjauhi zona paparan bahaya perubahan iklim. Namun
demikian, perencanaan penggunaan lahan yang tidak memadai justru
akan meningkatkan paparan terhadap bencana akibat perubahan iklim
dan menyebabkan kerugian yang lebih besar. Untuk menghasilkan RTRW
yang adaptif terhadap perubahan iklim, terdapat tantangan dari sisi tata

kelola, science basis dan teknologi.

Dari sisi governance, konflik kepentingan seringkali menempatkan
prioritas yang lebih tinggi pada pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat
melemahkan upaya integrasi adaptasi perubahan iklim ke perencanaan
tata ruang. Penulis mendapatkan temuan bahwa suatu konsorsium
pengembang properti mampu mempengaruhi revisi rencana tata ruang
agar sesuai dengan kepentingan mereka. Tantangan lainnya adalah isu
perubahan iklim belum dianggap strategis sehingga secara teknis belum
terintegrasi dengan muatan rencana. Tingkatan pemahaman para
perencana terhadap isu perubahan iklim masih pada level climate

awareness, sehingga dalam penyusunan rencana tata ruang belum sampai
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tingkatan climate informed yaitu secara teknis adaptasi perubahan iklim
dapat diintegrasikan ke dalam keseluruhan tahapan penyusunan rencana
tata ruang. Sedangkan dari sisi science basis, penyediaan data iklim baik
atmosfer dan laut dirasa masih kurang, baik untuk kondisi baseline
maupun proyeksi. Dari sisi teknologi, sejumlah praktik penerapan
teknologi hard protection justru berpotensi menimbulkan maladaptasi.
Pengembangan tata kelola, science basis dan teknologi adaptasi di wilayah

pesisir danlaut harus terus dilakukan oleh ITB.

Dari sisi pengembangan ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK)
serta ilmu dan teknologi kemaritiman, keberadaan Program Studi PWK
dan Program Studi Oseanografi serta Marine Technology Cooperation
Research Center di Kampus ITB Cirebon, memberikan peluang besar untuk
menjawab tantangan integrasi adaptasi perubahan iklim ke perencanaan
tata ruang tersebut. Semoga tulisan ini dapat memberikan wawasan,
inspirasi dan pengayaan substantif bagi pengembangan ilmu

perencanaan tata ruang khususnya di wilayah pesisir dan laut ke depan.
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